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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan
dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman,
bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan
beradab;

bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan
nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, pedul,
mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan
adil Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati
Lampng = Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti
Korupsi pada Satuan Pendidikan,;

bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap pengaturan
dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya
anti korupsi pada satuan pendidikan maka Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti
Korupsi pada Satuan Pendidikan;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada
Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 782);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019
tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi
Lampung;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya
Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung
Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Non Formal.

8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan
pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi
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9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan
pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan.

10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan
dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti
pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan
sumber belajar pada satuan lingkungan belajar.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi
diimplementasikan melalui mata pelajaran muatan lokal pada satuan
pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku
anti korupsi.

(2) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya
Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan jenjang Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan sasaran pendidik yang telah
ditunjuk untuk mengampu mata pelajaran pendidikan anti korupsi.
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4.

Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

Penerapan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi bagi
tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a. menyusun modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar

ataupun pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran;

b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai

C.

dan perilaku pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;

memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai nilai dan perilaku
anti korupsi pada kegiatan pembelajaran dan kemudian
mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan
salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan
pembelajaran berlangsung;

. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat

selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan

menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-
hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik
selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung

Barat.
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